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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang  

digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi 

tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam 

Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system 

tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini 

sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus. 

Huruf  

Arab 
Nama 

Huruf  

Latin 
Keterangan 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Ṡa’ Ś s (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ ḥ h (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şad Ş s (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ d (dengan titik di bawah) ض

 Ţa Ţ t (dengan titik di bawah) ط
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 Ẓa ẓ z (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis muta‘aqqidīn متعقّدين 

 Ditulis ‘iddah عدةّ

 

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 

 ditulis Jama’ah : جماعة

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 

 ditulis Ni’matullah : نعمة الل 

 ditulis Zakat al-Fitri : زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 
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E. Vokal Panjang 

 

1 Fathah + alif 

 جَاهِلِيَّة  

Ditulis Ā 

Jaāhiliyyah 

2 Fathah + ya’mati 

عَى   يَس 

Ditulis Ā 

yas‘ā 

3 Kasrah + ya’mati 

 كَرِي م  

Ditulis Ī 

Karīm 

4 Dammah + 

wawumati 

ض    فًرُو 

Ditulis 
Ū 

fur ūḍ 

 

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata 

dipisahkan DenganApostrof 

 ditulis a’antum : أأنتم 

 ditulis mu’anntaŚ : مؤنث

G. Vokal Rangkap 

 

1 Fathah dan ya’ sukun 

 بَي نكًُم  

Ditulis Bainakum 

2 Fathah dan wawu sukun 

قكَُم    فوَ 

Ditulis Fauqakum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal- 

 ditulis al-Qur’an: القران

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf  

Syamsiyah yangmengikutinya 

 ditulis as-sayyi’ah : السيعّة
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I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian 

 ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam : شيخ الإسلام
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ABSTRAK 

 

M. ARIF SAIFUDIN (1218065): “KESADARAN HUKUM 

PELAKU USAHA TERHADAP LARANGAN DISTRIBUSI 

ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN” Skripsi Program 

Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH 

Abdurrahman Wahid 2025 

Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesadaran hukum 

distributor terhadap larangan distribusi rokok ilegal di Kota Pekalongan 

serta menganalisis akibat hukum dari tingkat kesadaran tersebut. Rokok 

ilegal merupakan masalah serius yang merugikan negara dari segi 

penerimaan pajak serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak 

sehat.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu 

penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup 

dalam masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara dengan 

distributor, observasi di lapangan, serta studi dokumentasi dari 

distributor rokok ilegal.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku 

usaha dan konsumen masih tergolong rendah. Banyak distributor belum 

memahami secara utuh mengenai aturan dan sanksi hukum yang 

mengatur distribusi rokok ilegal. Faktor penyebabnya antara lain 

minimnya sosialisasi peraturan, lemahnya pengawasan, dan motif 

ekonomi. Rendahnya kesadaran hukum ini berdampak pada tingginya 

potensi pelanggaran dan penerapan sanksi pidana maupun 

administratif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam 

meningkatkan pemahaman hukum serta penegakan aturan secara 

konsisten. 

Kata kunci: kesadaran hukum, distributor, rokok illegal. 
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ABSTRAK 

 

M. ARIF SAIFUDIN (1218065): “LEGAL AWARENESS OF 

BUSINESS ACTORS TOWARDS THE BAN ON ILLEGAL 

CIGARETTES DISTRIBUTION IN PEKALONGAN CITY” Thesis, 

Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN KH 

Abdurrahman Wahid 2025 

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I 

This study aims to examine the legal awareness of distributors 

regarding the prohibition of illegal cigarette distribution in 

Pekalongan City and to analyze the legal consequences of this level of 

awareness. Illegal cigarettes are a serious problem that is detrimental 

to the state in terms of tax revenue and creates unhealthy business 

competition. 

 This study is an empirical legal study, namely a study that 

examines law as a social phenomenon that lives in society. Data were 

obtained through interviews with distributors, field observations, and 

documentation studies from illegal cigarette distributors.  

The results of the study indicate that the legal awareness of 

business actors and consumers is still relatively low. Many distributors 

do not fully understand the rules and legal sanctions that regulate the 

distribution of illegal cigarettes. The contributing factors include 

minimal socialization of regulations, weak supervision, and economic 

motives. This low legal awareness has an impact on the high potential 

for violations and the application of criminal and administrative 

sanctions. Therefore, an active role is needed by the government in 

increasing legal understanding and consistent enforcement of 

regulations.  

Keywords: legal awareness, empirical law, distributors, illegal 

cigarettes.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rokok sudah menjadi kebutuhan pasif bagi sebagian 

masyarakat sehingga banyak para individu yang menjadikan rokok 

sebagai bisnis baik diperjual belikan atau diproduksi. Di Indonesia 

sebuah bisnis harus menaati peraturan yang telah ditetapkan 

termasuk rokok. Bea cukai adalah salah satu ketentuan yang harus 

dipenuhi para pelaku usaha, oleh sebab itu memproduksi suatu 

barang yang tidak memiliki pita cukai termasuk barang yang 

dilarang diproduksi dan di perjual belikan sesuai dengan pasal 54 

UU No39 tahun 2007 yang berbunyi; “Setiap orang yang 

menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk 

dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan 

eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda 

pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling 

sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali 

nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Dalam undang-undang 

tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menjual, 

menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, jadi 

kegiatan distribusi juga termasuk kedalam menjual sehingga hal 

tersebut termasuk kedalam kegiatan yang dilarang karena berakibat 

sanksi pidana.1 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, 

bertujuan menselaraskan pembangunan dengan menempatkan 

kewajiban membayar cukai sebagai bentuk kewajiban kenegaraan 

dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan 

pembangunan sehingga kewajiban membayar cukai adalah wujud 

kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai 

 
1  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, LNRI Tahun 2007 Nomor 105, TLNRI 

Nomor 4755. 
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alat pembaharuan sosial. Pengertian cukai dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang cukai menyatakan “cukai 

adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang 

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan 

dalam undang-undang ini”. Cukai merupakan wujud dari pungutan 

negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang 

mempunyai karakteristik tertentu untuk penerimaan negara agar 

menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan bagi 

masyarakat. Barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik 

tertentu disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya 

perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif 

bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu 

pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, 

serta barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik 

tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai.2 

Tarif Dasar Cukai Diatur Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan diatur dalam peraturan menteri 

keuangan Republik Indonesia Nomor 109/Pmk.010/2022 yang 

mengatur mengenai tarif pita cukai hasil tembakau. Ketentuan 

harga cukai diatur dalam peraturan menteri keuangan tersebut 

untuk tarif cukai terhadap cukai rokok tersebut berdasakan kepada 

jenis dan golongannya. Dengan pengaturan tarif cukai yang 

dominan mempengaruhi harga rokok mengakibatkan banyaknya 

peredaran rokok ilegal dengan pertimbangan konsumen memilih 

harga relatif leih ekonomis, hal ini dibuktikan dengan jumlah 

peredaran rokok ilegal tingkat nasional pada tahun 2019 sebanyak 

361,26 juta batang rokok ilegal dan pada tahun 2020 sebanyak 

384,51 juta batang rokok ilegal. banyaknya peredaran rokok ilegal 

tanpa pita cukai ini perlu diteliti problematikanya.3 

 
2 Warit Aziz, “Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif 

Law Of Demand Dan Undang-Undang Cukai“ Journal Inicio Legis Volume 4 Nomor 

1 Juni (2023) 
3 UU No.39 Tahun 2007 Tentang Tarif Pita Cukai Hasil Tembakau 
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Maraknya Keberadaan Dari Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai 

Dengan Data Peredaran Rokok Ilegal Secara Nasional Pada Tahun 

2019 Sebanyak 361,26 Juta Batang Rokok Ilegal Dan Pada Tahun 

2020 Sebanyak 384,51 Juta Batang, Dari data penindakan rokok 

ilegal di tahun 2023, jumlah barang hasil penindakan di PJT adalah 

sebesar 73,5 juta batang. Rokok Ilegal. Di Pekalongan satpol P3KP 

berhasil sita 300 ribu batang rokok ilegal. di Kota Pekalongan 

sendiri masih dijumpai produsen rokok ilegal. Maka dari itu 

penegakan hukum terhadap rokok illegal sangat menarik untuk 

dikaji sehingga penulis menulis skripsi dengan judul Kesadaran 

Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi Rokok 

Ilegal Di Kota Pekalongan dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan 

distribusi rokok illegal di Kota Pekalongan? 

2. Bagaimana akibat hukum pelaku usaha terhadap larangan 

distribusi rokok illegal? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha terhadap 

larangan distribusi rokok illegal di Kota Pekalongan. 

2. Untuk menganalisis akibat hukum pelaku usaha terhadap 

larangan distribusi rokok illegal. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah dapat dilihat dari dua aspek, 

yaitu penggunaan secara teoritis dan praktis. Kegunaanya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis: 

Hasil penelitian yang penulis lakukan dihrapkan mampu 

menambah dan mengembangkan wawasan terhadap larangan 

distribusi rokok ilegal. 

2. Kegunaan Praktis: 

Penelitian ini diharapkan untuk dimanfaatkan sebagai 

referensi atau rujukan mahasiswa dalam melakukan pengkajian 
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lanjutan yang berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku usaha 

terhadap larangan distribusi rokok ilegal di kota Pekalongan. 

E. Penelitan Relevan  

Jurnal yang ditulis oleh Irwandi Syahputra yang berjudul 

“Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di 

Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan 

Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang 

Provinsi Kepulauan Riau” mengkaji tentang penegakan hukum 

dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai di kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. persamaan dari irwandi 

syahputra dengan sipenulis Penegakan hukum dalam memberantas 

peredaran rokok ilegal tanpa cukai. perbedaan dari penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan di Tanjungpinang provinsi 

kepulauan Riau sedangkan sipenulis dilakukan di Kota 

Pekalongan.4 

Jurnal yang ditulis oleh Elmania Nur Azizah, Aditya Subur 

Purwana yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil 

Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil 

Tembakau Ilegal” mengkaji tentang aktivitas pengawasan terhadap 

peredaran hasil tembakau illegal. Persamaan dari Elmania Nur 

Azizah, Aditya Subur Purwana dengan sipenulis sama sama 

mengkaji tentang cukai.  perbedaan dari penelitian ini adalah 

meneliti hasil tarif cukai tembakau dan yang ditulis oleh penulis 

adalah penegak hukum terhadap Distribusi rokok ilegal di Kota 

Pekalongan.5 

 
4 Irwandi syahputra yang berjudul “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal 

Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor 

Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau” jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III 

nomor 1, Februari ( 2016). 
5  Elmania Nur Azizah, Aditya Subur Purwana yang berjudul “Pengaruh 

Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap 

Peredaran Hasil Tembakau Ilegal” Jurnal Perspektif Bea dan Cukai 63 Vol. 5, No. 1, 

(2021). 
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Jurnal Yang Ditulis Oleh Warit Aziz Yang Berjudul 

“Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif 

Law Of Demand Dan Undang-Undang Cukai” mengkaji tentang 

pengaturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai dan 

implementasi pada masyarakat kabupaten pekalongan dengan 

penetapan tarif cukai yang dilakukan pemetaaan dengan harga pita 

cukai memberatkan perusahaan rokok dan konsumen (masyarakat). 

persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh warit aziz dengan 

penulis adalah problematika rokok ilegal. perbedaan penelitian ini 

adalah peredaran perspektif law of demand dan undang-undang 

cukai. dan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah penegak 

hukum terhadap produksi rokok ilegal di Kota Pekalongan. 6 

Jurnal Yang Ditulis Oleh Hafiz Maulana, Amir Syamsuadi, 

Dan Seri Hartati Yang Berjudul “Efektivitas Pengawasan Rokok 

Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau” 

mengkaji tentang efektivitas pengawasan peredaran rokok ilegal 

pada kantor wilayah direktorat jendral bea cukai provinsi riau 

tahun 2020. persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh hafiz 

maulana, amir syamsuadi, dan seri hartati sama-sama meneliti 

tentang rokok illegal. perbedaan dari penelitian ini adalah 

efektivitas pengawasan rokok ilegal pada kanwil direktorat jendral 

bea cukai provinsi riau dan penelitian yang ditulis oleh penulis 

adalah penegak hukum terhadap produksi rokok ilegal di Kota 

Pekalongan.7 

Skripsi Oleh Tri Novita Sari Manihuruk Dengan Judul 

Bagaimana Penegak Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal 

Dikecamatan Paying Sekaki Pekanbaru. mengkaji tentang penegak 

hukum terhadap penjual rokok illegal dikecamatan paying sekaki 

pekanbaru. persamaan dalam penelitian yang ditulis oleh tri novita 

sari manihuruk dengan penulis tentang rokok ilegal. perbedaan dari 

 
6 Warit Aziz yang berjudul “Problematika rokok ilegal tanpa pita cukai dalam 

perspektif law of demand dan undang-undang cukai” Journal Inicio Legis Volume 4 

Nomor 1 Juni ( 2023). 
7 Hafiz Maulana, Amir Syamsuadi, dan Seri Hartati yang berjudul “Efektivitas 

Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau” 

SUMUR - Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 1 ( 2023). 
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penelitian ini adalah bagaimana penegak hukum terhadap penjual 

rokok illegal dikecamatan paying sekaki pekanbaru dengan penulis 

yang ditulis adalah  penegak hukum terhadap produksi rokok ilegal 

di Kota Pekalongan.8 

F. Kerangka Teori  

1. Teori Kesadaran Hukum 

Dalam kehidupan masyarakat tumbuh fikiran dan juga 

anggapan mengenai faktor yang turut berpenngaruh terhadap 

sahnya suatu hukum. Perihal kesadaran hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat terkadang timbul beberapa 

permasalahan, salah satu penyebab timbulnya masalah tersebut 

adalah berkaitan dengan ketidaksesuaian antara dasar hukum 

sebagai alat pengendali sosial oleh penguasa (das sollen) dengan 

pola perilaku masyarakat yang cenderung tidak mematuhi 

aturan hukum yang ada (das sein). Kesadaran hukum memiliki 

pengertian atau definisi, salah satunya yang dikemukakan oleh 

Paul Scholten yang berpendapat bahwa adanya kesadaran 

hukum di tengah masyarakat merupakan suatu upaya dari 

masyarakat untuk memiliki suatu kesadaran yang timbul dalam 

diri setiap manusia mengenai aturan hukum yang ada di tengah 

masyarakat. Sehingga dengan adanya kesadaran akan hukum 

tersebut, masyarakat diharapkan dapat membedakan hukum 

yang baik dengan hukum yang buruk.  

Definisi dari kesadaran hukum di atas memiliki arti terkait 

dengan kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung dalam diri 

manusia mengenai 7 hukum yang diharapkan dapat 

dilaksanakan dengan baik di tengah masyarakat. Sebetulnya 

yang paling ditekankan dalam sebuah kesadaran hukum adalah 

mengenai fungsi hukum dalam kejadian konkrit yang nyata 

terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, persoalannya 

pada masalah dasar daripada sahnya hukum yang berlaku yang 

harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat. 7 Kesadaran 

 
8  Tri Novita Sari Manihuruk Dengan Judul Bagaimana Penegak Hukum 

Terhadap Penjual Rokok Illegal Dikecamatan Paying Sekaki Pekanbaru, Jurnal Jotika, 

Universitas Lancing Kuning Juli(2022).62. 
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hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, 

tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang 

dikehendaki atau yang sepantasnya. 

Kesadaran hukum memiliki empat indikator menurut 

Soerjono Soekanto, diantaranya: Ketentuan tindak pidana 

mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang 

menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk 

dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual 

enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda 

pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun 

menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau 

memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut 

harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-

undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 

paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 

(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.9 

Definisi dari kesadaran hukum di atas memiliki arti terkait 

dengan kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung dalam diri 

manusia mengenai hukum yang diharapkan dapat dilaksanakan 

dengan baik di tengah masyarakat. Sebetulnya yang paling 

ditekankan dalam sebuah kesadaran hukum adalah mengenai 

fungsi hukum dalam kejadian konkrit yang nyata terjadi di 

tengah masyarakat. Dengan demikian, persoalannya pada 

masalah dasar daripada sahnya hukum yang berlaku yang harus 

dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat. Kesadaran hukum 

adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang 

keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang 

dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum memiliki 

empat indikator menurut Soerjono Soekanto, diantaranya: 

 
9 Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tenang Perubahan 

Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. 
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a. Pengetahuan Hukum Merupakan pengetahuan pada diri 

seorang individu/insan tentang perilaku maupun sikap hukum 

secara tertulis yakni pandangan mengenai apa-apa saja yang 

masuk kategori dilarang/larangan dan apa-apa saja yang 

diperbolehkan/sesuai norma maupun nilai yang berlaku di 

mata hukum.  

b. Pemahaman Hukum Kumpulan informasi maupun data-data 

yang dimiliki seseorang yang merujuk pada suatu isi ataupun 

kajian dalam bentuk aturan (tertulis), berupa sebuah isi, 

tujuan, maupun manfaat mengenai aturan tersebut.  

c. Sikap Hukum (legal attitude) Kecenderungan seseorang 

untuk menerima maupun menolak aturan hukum yang dapat 

bermanfaat bagi khalayak pada umumnya.  

d. Pola Perilaku Hukum, Berlaku atau tidaknya aturan hukum 

di dalam tatanan masyarakat. apabila berlaku suatu aturan 

hukum, maka sejauh mana berlakunya dan masyarakat patuh 

terhadapnya.10 

Pengendalian terhadap rokok tanpa cukai ini pemerintah 

membutuhkan kerja secara bersama dengan seluruh pihak 

seperti instansi pengawasan, penegakan, serta produsen rokok 

dan masyarakat. Kesatuan kerjasama yang baik dari semua 

instansi seperti direktorat jenderal bea dan cukai, satuan polisi 

pamong praja, serta dinas perindustrian diyakini berdampak 

positif dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penegakan 

hukumnya. Akan tetapi, fakta nya masih sangat banyak beredar 

luas rokok tanpa pita cukai di wilayah indonesia yang dapat 

dikatakan tidak patuh dengan undang-undang cukai yang 

berlaku. Dalam memberantas peredaran rokok ilegal sejatinya 

dibutuhkan upaya kongkret dari berbagai stakeholder baik itu 

pemerintah daerah, bea cukai dan juga masayarakat sendiri, oleh 

sebab itu kesadaran hukum menjadi kunci untuk memberantas 

 
10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

(Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 8. 
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peredaran rokok illegal dimasyarakat. 11  penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa 

ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur 

dalam undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan 

atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. 

Adapun pertanggungjawaban pidana tindak pidana 

menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai 

berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/Pn Mdn yaitu 

pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak 

dilekati pita cukai dipidana berupa pidana penjara selama 1 

(satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah rp 

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan 

jika denda tidak dibayarkan maka harta benda atau pendapatan 

terdakwa dapat disita oleh jaksa sejumlah denda yang harus 

dibayarkan dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan metode peneletian 

hukum empiris dengan melihat dan mengamati apa yang terjadi 

dilapangan, serta studi dokumentasi dari para pelaku 

usaha/penjual rokok ilegal. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitialn ini menggunalkaln pendekatan 

perundang-undangan dan pendekaltaln kuallitaltif, yalitu 

pendekaltaln yalng berfokus paldal kuallitals, malksud dalri kuallitals 

disini aldallalh memalhalmi secalral mendallalm sualtu fenomenal altalu 

peristiwal yalng terjaldi untuk mengetalhui kebenalralnnyal dan 

dengan pendekatan konseptual peneliti alkaln memalhalmi secalral 

mendallalm tentalng penegakan hukum terhadap distribusi rokok 

ilegal di Kota Pekalongan. 

 
11  Herdianto R, Implementasi Pasal 8 dan 9 PERMENKEU RI Nomor 

7/PMK.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat.(Al-

Balad:Journal Of Constitunal Law),22(3),1-15.(2020). 



 

 

10 

 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini 

yakni : sumber data primer dan sumber data sekunder sumber 

data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh 

secara langsung dilapangan berdasarkan dari sumber informan 

yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, terhadap 

pelaku usaha pedagang rokok ilegal. Adapun sumber data 

skunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal dan beberapa 

skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Penggumpulan Data  

Penelitialn ini algalr mendalpalt daltal yalng tepalt perlu 

menggunakan teknik pengumpulaln daltal. aldalpun teknik 

pengumpulaln daltal yalitu : 

a. Observasi 

Pengumpulan data ini mengambil dari observasi 

dimana peneliti Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap 

Larangan Distribusi Rokok Ilegal di Kota Pekalongan. 

b. Wawancara   

Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara 

terhadap 10 Distributor di Kota Pekalongan. Sebagai pelaku 

dalam masalah ini. Dengan catatan mengenai pokok 

permasalahan yang nantinya ditanyakan. Tujuan wawancara 

yaitu supaya memperoleh informasi yang dibutuhkan dari 

nara sumber yang terpecaya. 

c. Dokumentalsi 

Penelitialn ini mengumpulkaln daltal melallui dokumen 

yalng berhubungaln dengaln skripsi seperti mencalri daln 

mencaltalt deskrispsi sistem penjuallaln. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode analisis data kualitatif dimana peneliti 

mengumpulkan data, memilahnya dan kemudian 

menyambungkan atau memadukannya dengan hukum yang 
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berlaku untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan 

Langkah Langkah sebagi berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Dimana peneliti mencari, mencatat, dan 

mengumpulkan semua data yang dibutuhkan secara objektif 

sesuai dari hasil observasi dan wawancara. 

b. Reduksi Data 

Setelah data yang dikumpulkan sesuai, maka peneliti 

akan merangkum, memilah, dan memisahkan data yang 

penting dan berguna untuk penelitian ini dan kemudian 

mengelompokannya. 

c. Penyajian Data 

Setelah data dikelompokan dimana satu dan lainnya 

sudah terpadukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan. 

H. Sistematika  Penulisan 

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Setelah Itu Penulis Akan Menentukan, Tujuan 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Yang Relevan, 

Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan Skripsi. 

Bab II Konsep Kesadaran Hukum Pelaku Usaha 

Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal di Kota 

Pekalongan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang konsep 

kesadaran hukum, kepatuhan hukum, pengetahuan hukum, teori 

kepatuhan hukum, diuraikan tentang regulasi-regulasi rokok ilegal.  

Bab III Distribusi Rokok Ilegal di Kota Pekalongan 

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian lapangan berisi tentang 

Kesadaran hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi 

Rokok Ilegal di Kota Pekalongan. 

Bab IV Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha 

Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal di Kota 

Pekalongan Pada Bab Ini Membahas Tentang Analisis tentang 

Pelaku Usaha Terhadap Larangan Distribusi Rokok Ilegal di Kota 

Pekalongan. 

Bab V Penutup Berisi kesimpulan dan saran.  Memaparkan 

inti dari uraian yang telah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya.  



62 

  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari paparan data hasil penelitian 

yang dilakukan, maka dapat memberi kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ditemukan bahwa 6 dari 10 tidak memiliki pengetahuan hukum 

yang baik, khususnya pelaku usaha dan pedagang, yang belum 

menunjukkan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum, 

terutama dalam hal penggunaan cukai pada rokok. Meski ada 

aturan yang jelas mengatur hal tersebut, praktik ini tetap terjadi. 

Alasan di balik tindakan ini berkaitan dengan banyaknya 

permintaan dari konsumen dikarenakan harganya yang lebih 

terjangkau dikalangan masyarakat serta mendapatkan 

keuntungan yang lumayan besar. Namun, penjualan rokok tanpa 

cukai melanggar aturan yang ada, maka tingkat kesadaran 

hukum distributor rokok ilegal di kota pekalongan adalah 

rendah. 

2. Akibat kesadaran hukum distributor yang tidak menyadari atau 

mengabaikan larangan distribusi rokok ilegal dapat dikenai 

sanksi pidana, administratif, dan perdata. Distribusi rokok ilegal 

di Indonesia merupakan pelanggaran serius yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama yang 

mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Cukai pasal 54 dan 56, yang menyebutkan bahwa setiap 

orang yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi 

pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang 

seharusnya dibayar. Selain itu, izin usaha bisa dicabut, barang 

disita, dan pelaku masuk daftar hitam pemerintah. Secara 

perdata, konsumen yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. 

Kurangnya kesadaran hukum juga merugikan reputasi usaha dan 

menunjukkan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab 

sosial dan etika bisnis. Oleh karena itu, pemahaman hukum 

sangat penting untuk menghindari pelanggaran dan menjaga 

kelangsungan usaha secara legal. 
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B. Saran 

Dalam menghadapi kasus distribusi rokok ilegal, distributor 

sebaiknya segera menghentikan kegiatan tersebut dan bersikap 

kooperatif selama proses hukum. Pelaku juga disarankan 

menunjukkan itikad baik dengan membayar cukai yang belum 

dibayar atau mengganti kerugian negara. Pendampingan hukum 

dari penasihat atau pengacara diperlukan untuk menyusun 

pembelaan yang tepat. Selain itu, pelaku perlu mengevaluasi 

sistem distribusi usahanya agar ke depan hanya menjual produk 

legal. Jika memungkinkan, pelaku dapat mengajukan permohonan 

keringanan sanksi sebagai bentuk komitmen memperbaiki 

kesalahan. 
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